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KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
NOMOR :188/03/K/41 1.507.2002/2024

TENTANG
LOLAAN KEUANGAN DESA

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGEI
TAHUN 2024

KEPALA DESA LENGKONG,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2
n 2018 tentang

Menimbang :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahu
angan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan

Pengelolaan Keu
aan Keuangan

Kepala Desa Lengkong tentang Pejabat Pengelol
Desa Tahun Anggaran 2023.
1999 tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Negara Republik

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

28 Tahun

tentang

tentang

Nomor 6573),



0.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nomor 43 Tahun 2014 tentang
g Nomor 6 ahun

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undan

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomfl)r
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nepgara

Republik Indonesia Nomor 6321);
014 tentang Dana

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2
Pendapatan dan

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 5 Nomor 2021);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Desa Lengkong Nomor 3 Tahun Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
(Lembaran Desa Lengkong Tahun 2023 Nomor 3)

Peraturan Desa Lengkong Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa



Menetapkan

Resatu

Kedua

Lengkong,

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG

MEMUTUSKAN
PEJABAT

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Menetapkan Pejabat
Anggaran 2024
Keputusan ini.

Pejabat Pengelolaan Keuang

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran

an Desa sebagaimana dimaksud

pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

1. 1

Keuangan Desa mempunyail tugas:

a. Menetapkan Kkebijakan tentang pelaksanaan APB
Desa;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
milik Desa; .

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APB Desa;

d. Menetapkan PPKD;

e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f  Menyetujui RAK Desa;

g Menyetujui SPP.

a.

b.

Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:

Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan APB Desa,
Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa

dan rancangan perubahan APB Desa,;
Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan

kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

Perubahan Penjabaran APB Desa;
Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang

menjalankan tugas PPKD;
Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APB Desa,;
Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;

Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
Pengeluaran APBDesa.



Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

n
b :;"'" beban anggaran belanjn sesual bidang tugasnys,
claknanakan  anggaran  kegiatan  sesuai  bidang
tugasnyn,
\ Mengendalikan kegintan sesuni bidang tugasnys,
4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL  sesuai  bidang
tugnsnyn;
¢, Menandatangani perjanjian  kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya; '
f. Menyusun laporan pelaksanaan kcgiman. gesuali
bidang tugasnya untuk pcrmnggungjawaban
pelaksanaan APB Desa
Pembangunan (PK BANG)

Pelaksana Kegiatan Bidang
mempunyai tugas:

a. Melakukan tindakan yang mengaki!aa?kan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesual bidang tugasnya;

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang

tugasnya, o
Mengendalikan kegiatan sesual bidang tugasnya;

Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang

tugasnya;
perjanjian kerja sama dengan

e. Menandatangani ]
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan

yang berada dalam bidang tugasnya, _
f.  Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
untuk pertanggungjawaban

bidang tugasnya
pelaksanaan APB Desa
Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan kemasyarakatan
(PK BINMAS

dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BERMAS) mempunyai tugas:
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

a.
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
Melaksanakan anggaran Kkegiatan sesuai bidang

b.
tugasnya,

c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,

d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang

tugasnya,
Menandatangani perjanjian kerja sama dengan

e
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang berada dalam bidang tugasnya;

f. - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa

Bendahara Desa mempunyai tugas:

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. Melaksanakan anggaran Kkegiatan sesuai bidang

tugasnya,
Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

a.

a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan



JAMPIRAN

Nomor !

ranggal : 3 Januari 2024

L £PUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
188/03/K/411.507.2002/2024

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

—T Jumlah |

No | N Jabatan dalam
f ama Dinas Kedudukan Honor/Bulan
I —
3 Pemegang
' | Pipit Teguh Harianto | Kepala Desa Helltugaan Rp 500.000,-
; Pengelolaan
Keuangan Desa
. | Koordinator
" Tekni
) f Aris Eko Prasetyo Sekretaris Desa Pelaksana Teknls Rp 450.000,-
| <] Pengelolaan
| f Keuangan Desa
{
' 3. | Purnomo Kaur Keuangan Bendahara Desa Rp 350.000,-
il
L Kasi Pelaksana
4 | Julianto Pemerintahan Keg,latf'm Rp 350.000,-
, " Pemerintahan
! ! Pelaksana
|5 | Kiwasono Mustofa | Kasi Pelayanan Kegiatan Rp 350.000,-
Jf Pembangunan
ff f Pelaksana
1 Kegiatan
'Sm Munadiroh e Pembinaan d Rp 35
’ !, 6. I[ Perencanaan embinaan dan p 350.000,-
f f Pemberdayaan
J , Masyarakat
|
[ Staf K Pembantu
A . ; euangan
|, |santiWulandari | poo g Bendahara Rp 350.000,-
! Desa/Operator

D1tetapkar1 di Lengkong
pa g@q}}al 3 Januari 2024

,’le‘ TEGUI/
g [ Pt \*’//




b
. melaksa Pengelolaan
nak i e
an  pengoperasian Sistem ngelolaz

K
cuangan Desa (SISKEUDES)

ditetapkannya

Ketiga :  Segala bi
& biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ndapatan dan

Keputusan ini
: ini dib
Belanja Desa Tahuneg?)gzan pada Anggaran Fe

Keempat : K ini
: eputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 3 Januari

2024




